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Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat;pemuka 
menuntut, hakim dapat disuap; pembesar memberi 
putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putar 

balikkan! Mika 7:3 

ltulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak 
pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang 
benar; itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 1:4 

"lnilah hal-hal yang harus kamu lakukan: Berkatalah 
benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah 

~ hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-
pintu gerbangmu" Zakaria 8:1 6 
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ABSTRAK 

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan kejahatan 
yang baru dalam dunia hukum. Indonesia sudah mengakui tindak pidana 
pencucian uang sejak diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2002 dan telah 
dilakukan perubahan terakhir dengan UU No.8 Tahun 2010. 

Meskipun sudah melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana 
pencucian uang, namun kejahatan pencucian uang masih marak di Indonesia. Hal 
ini tentu saja bertentangan dengan niat luhur perjuangan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia untuk mensejahterakan Rakyat Indonesia. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam Tesis ini ditetapkan dua 
masalah pokok yaitu : Bagaimanakah rumusan dan pertanggungjawaban dalam 
tindak pidana pencucian uang?, dan Apakah penerapan hukuman (dakwaan) 
kumulatif dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui 
pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum 
primer dan sekunder berupa undang-undang, kepustakaaan yang relevan dan 
membandingkan dengan hasil putusan pengadilan sebagai perbandingan 
implementasi undang-undang dalam masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah 
menerapkan kebijakan Anti Money Laundering melalui UU No. 8 Tahun 2010, 
namun implementasi dalam masyarakat masih belum memuaskan. Kebijakan 
legislatif dan pelaksanaan yang lebih berorientasi penegakan hukum yang 
berkeadilan dan efekt if dan efisien masih diperlukan. Untuk mewujudkan 
pelaksanaan hukum yaJ g efisien dan efektif sangat dimungkinkan penerapan 
dakwaan kumulatif dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan korupsi. 

KATA KUNCI: Kebijakan Krirninal, Pencucian Uang, Tindak Pidana 
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ABSTRACT 

Money Laundering is a new crime in the law. Indonesia has criminalized 
money laundering in Act Number 8 Year 20IO amendment to Act Number I5 
Year 2002. 

Although government implemented anti - money laundering act but money 
laundering offenses is increasing. Such condition do not rely on the sublime value 
of Indonesia struggle 's to realize social welfare of the peoples. 

According to the above problems, this thesis try to answer two of research 
topics, first, how to formulate criminal and responsibility of money laundering 
crime. Second, Is there possibility to actualize integrated sentence of corruption 
and money laundering crimes? 

The study use legal-normative approach. For supporting, legal-normative 
is done the statute approach too. This study is based on primary data such as law 
material and secondary data such as Act obtained through library research such 
and compare with court sentences. 

The result of study showed that money laundering still increased event 
Indonesia has implemented Anti Money Laundering criminal in Act Number 8 
Year 20IO. Legislative policy need to reformulate law to find justice and effective 
and efficient of law enforcement. Criminal policy must adopt the corruption and 
money laundering nexus and implement cumulative accusation of their crimes. 

Y..EY WORD: Crimina! Po! icy, "\1oney Laundering, Crimes 
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